
   
 

 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 39 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 48 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI   

BERDASARKAN KONDISI KERJA DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS 

 DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BOGOR, 
 

Menimbang  :  a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan 
kepada masyarakat dan kesejahteraan Pegawai Negeri 
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit 

Umum Daerah dalam penanganan pandemi Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor, diberikan 

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi 
Kerja  kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah 

berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 
2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Berdasarkan Kondisi Kerja dalam Penanganan Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum 
Daerah; 

  b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan keuangan 

daerah, maka Peraturan Bupati Bogor sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 

48 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja dalam Penanganan 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi Pegawai Negeri 

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit 
Umum Daerah; 

   Mengingat... 

    

    

    

 

SALINAN 
 

BUPATI BOGOR 
PROVINSI JAWA BARAT 
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Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 5063); 

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

   8. Undang-Undang… 
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  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 6402); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                
Nomor 1781); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor               
Nomor 37); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun             

2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang 
Mengatur tentang Pembentukan  Rumah Sakit Umum 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017                 
Nomor 10); 

   16.  Peraturan… 
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  16. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Cileungsi Kelas B (Lembaran Daerah 

Kebupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi 
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi 

Kelas B (Lembaran Daerah Kebupaten Bogor Tahun 2022 
Nomor 9); 

  17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2022 Nomor 9); 

  18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Leuwiliang Kelas B (Berita Daerah 
Kebupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 10); 

  19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Cibinong Kelas B (Berita Daerah Kebupaten 

Bogor Tahun 2022 Nomor 11); 

  20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Ciawi Kelas B (Berita Daerah Kebupaten 
Bogor Tahun 2022 Nomor 12); 

    

  MEMUTUSKAN: 
    

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI BOGOR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
BERDASARKAN KONDISI KERJA DALAM PENANGANAN 

CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. 

    

  Pasal 1 

    

  Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan 
Kondisi Kerja dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

  Pasal 2... 
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  Pasal 2 

     

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

     

  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

                   

      Ditetapkan di Cibinong 

      pada tanggal 20 Januari 2022 

      BUPATI BOGOR, 

       
      ttd. 

       
      ADE YASIN 

       

Diundangkan di Cibinong  

pada tanggal  20 Januari 2022 2021  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,  

  
ttd.  

  

BURHANUDIN  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2022 NOMOR 39  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 

HERISON 


